BUPATI JEFARA

PERATURAN BUPAT] JEPARA
NOMOR & TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGANGRKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melakaanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Romor 1 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka
dipandang perilu untuk menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara dhn Persyaratan Pengangkatan Guru
Yang Dibenn Tugas Tambahan Secbagai Kepala Satuan
Pendidilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 1entang
Pembentukan Dacrah-Daerak  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041}, sebagaimans
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Miss Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang, Pokok-poksk Kepegawaian
(Lembaran Negara Repu indrwsia Tahun 1999
Nomor 169, Tamba
Indoncsia Nomor 389




10.

¥

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubkk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran - Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 1tentang Pemerinlahan Daerah

[Lembaran Negara Rcpublik indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indpnesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-tindang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayansn Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Swandar Nasional Pendidikan (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2005);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemennwah,
Pemennahan Daersh  Provinsi dan I‘Entnn«tahln
Daerah Kabupaten,/ Kota |[Lembassm §
Indonesia Tahun H




13. Peraturan Menteri Pendidiken Nasional Nomor 28
tahun 2010 tentang Penugasan Guru scbagai Kepala
Sckolah/madrasah;

W Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah Talun 2005 - 2025 (| Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);

15.Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Tahun 2007 - 2002 | Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18, Tambahan :
Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 §;

16.Peraturun Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewmnangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara
{lLembaran Dacrah  Kabupatcen Jepara Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 2 );

17 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ! Tahun
2011 tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan { Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daersh
Kabupaten Jepara Nomor 1).

MEMUTUSKAN :
Menctapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA (CARA DAN

PERSYARATAN PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI
TUGAS TAMBAHAN  SEBAGAI KEPALA  SATUAN

PENDIDIKAN.

BAR 1
KETENTUAN UMUM
Pasal }|

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jepara
2. Kepala samuan pendidikan adelah guru vang diberi tugas tambahag

urkuk memimpin taman kenak-kanak { TK ), sekolah dasar | SD
sekolah menengah pertama ( SMP ), sckolah mcenengah atas |
:ui:dah mcncngnh kejuruan { SMK |} yang diselen




Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang sclanjutnya disebuwt
sdalah Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Jepara.
BAB Il

PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian kesatu
Persyaratan

Paxa] 2

(1) Guru dapsl diber: tugas tambahan scbagai kepala satuan pendidikan
apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Eaa;

b memiliki kualifiknsi akademik paling rendah sarjana (Sl) atau
diploma empat [D-IV) kependidikan atau nonkependidikan
perguruan tinggi yang terakredilasi;

¢. berusia actinggi-tingginya 56 (lima puluh enam} tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai kepala satuan pendidikan/

d achat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari
dokter Pemerintah;

¢. tidak pernah dikenakan hukuman disiptin sedang dan/atau beral
scauai dengan ketentuan vang berlaku;

. memiliki sertfikat pendidik;

g pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (lima) tahun menurut
jenis dan jenjang sckolah masing-masing, kecuali di taman kanak-
kanak ftaman kanak-kanak luar binsa (TK/TKLB] memiliki
pengalaman mengajar sckurang-kurangnya 3 (tiga) tahun &
TK/TKLB;

h. memililka golongan ruang sercndah-rendahnya I1ll/¢ bagi guu
pegawai negeri sipil (PNS)

1. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesctiaan dan nilai baik
untuk unsur penilaian lannya sebagal guru dalam daftar penilaian
prestasi pegawal (DP3) bagi PNS atau penilaian yang scijcnis DP3
bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tshun terakhir; dan

. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerjs acbagai guru dalam
2 |[dua) tahun terakhir.

(3} Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan scbagai kcpala
satuan pendidikan meliputi:

a berstalus sebagai guru pada jenis atau jenjang sckolah yang scsuai
dengan seckolah tempat yang bersangkutan akan diben tugms
tarn bahan sebagal kepala satuan pendidikan;

b. memiliki scrtifikat kepala satuan pendidikan pada jenis dan |
yang acsuai dengan pengalamannve scbagai pendidik
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.




BAB 101
PENYIAPAN CALON KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 3

{1)Penyispan calon kepala saruan pendidiken meliputi rekrutmen serta
pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan pendidikan,

{2) Kepala dinas menyiapkan calon kepale satuan  pendidikan
berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 4

(1) Calon Kepala satuan pendidikan dircknat dari guru yang telah
memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2

{(2) Calon |lkepala saluan pendidikan TK/SD direkrit melaiui
pengusulan oleh Kepala UPT alas pertimbangan penigawas kepada

kepala dinas.

(3) Calon kepala satuan pendidikan SMP/SMA/SMK direkrut melalui
pengusulaen Kepala Satuan Pendidikan atas pertimbangan pengawas
yang bersangkutan kepada kepala dinas

Pasal 5
(1) Dinas melakukan seleksi administratif dan akademik.

(2) Selcksi administratif dilakukan melalui penilaian  kelengkapan
dokumen vyang dikciuarkan oleh pihak yang berwenang sebagai
bukti bahwa calon kepala satuan pendidikan bersanglkutan telah
memenuhi persyaratan umum scbagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 2 ayat (2.

{3} Sclcksi akademik  dilakukan melalui  penilaian  potensi
kepemimpinan dan penguasasn awel terhadap kompetensi kepala
satuan pendidikan scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini .

Pasal 6

{1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan seleksi menunjuk dan
menetapkan Tim/ Panitia Seleksi.

(23 Tim /Panitia Seleks; terdin dan:

a) 1 {satu} orang RKetua den pejabat struktural Dinas
terkait .
1 jsatu) orang Sekretaris dari pejabat strukiural
(lima) orang Anggota dari unsur stru
ing kompelen,




L

(N

(2)

(1)

)

@)

Pasal 7

‘Tun/ Panitia Scleksi m:r;ytlcnmrnkan seleksi Akademik bagi Calon

Kepala Satuan Pendidikan yang lulus sclcksi administrasi.

ay'at (1} Tim /Panitia Scleks: dapat menunjuk lcmbaga /instansi
vang memiliki kompetenai dibidangnya.

Lembaga / instansi yang diunjuk olech Tim / Panitia schagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab penub dalam proscs
Seleksi Akademik.

Pasal 8

Tim /Panitia Seleksi akademik dapat menambah kriteria
kompetenai diluar ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayal (3}, sesuai dengan krbutuhan.

Scickai Akademik dilaksanakan dengan cara tertulis dan
WAWANCATA.

Pasal 9

Lembaga / insiansi penyelenggara yang ditunjuk oleh Tim/Panitia
wajibh menyerahkan secara resmi hasil seleksi akademik kepada Tim
/Panitia Selcksi selambat-lambatnya 10 { sepuluh ) hari setelah
pelaksanaan tes potensi akademik.

Tim /Panitia Seleksi dilarang mengubah, mengurangi sataupun

menambah  Hasil seleksi akademik yang telah diserahkan oleh
lembaga / instansi penyelenggara seleksi akademik.

Pasal 10

Tim / Panitia Selekai menctapkan celon Kepala Snm-n P
vangulus scicksi akademik berdasarkan urutan rank

Tim / Pamtia Seclcksi wajib menyerahkan
kescluruhan kepada Kepala Dinas.

Kepala Dinas dalam mengusulkan c

berdasarkan keputusan hasil selek
Tim/ Paniua Scleksi.

yang tedah lulus sciels



{2}

3)

8]

{1}

{3
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4

BAB IV

PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 12

Pengangkatan kepala satuan pendidikan di lakukan melalui penilaian
akseptabilitaz olch tin pertimbangan pengangkatan kepala saluan
pendidikan.

Tim perumbangan pengangkatan kepala satuan  pendidikan
ditetapkan oleh Dinas

Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sckolsh dan dewan
pendidikan.

Berdasarkan rchkomendasi tm perimbangan pengangkatan kepala
satuan pendidikan, Bupati mengangkat guruy menjadi kepala sanuian
pendidikan sebagai tugas tambahan

BAB V

MASA TUGAS KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

Tugas tambahan sebagui kepala satuan pendidikan diberikan untuk
1 {satu) kali masa tugas selama 4 {empat] tahun.

Masa tugas scbagaimana dimaksud pacda ayat (1) dapat diperpan jang
untuk 1 (satu) kabl masa tugas apabila memiliki prestasi kena
minimal baik berdesarkan penilaian kinerja oleh Tin Evaluasi.

Guru yang mclaksanakan tugas tambahan secbagai kepala satuan
pendidikan 2 [dua) kal masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan
kembali menjadi kepala satuan pendidikan di sckolah lain yvang
memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari  sekolah/madrasah
scbelumnya, apabila :

4. telsh melewati tenggang wakm sekurang-kurangnya 1 (satu) kah

masa ugas; atau
b. memiliki prestasi yang istimewa.

Preslasi yang istimewa schagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
adalah memilild nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat
kabupaten /kota/ provinsi/nasional.

Kepala satuan pendidikan yang masa tugasnya berakhir, tetap
melaksanakan tugas schagai guru sesuai dengan jenjang jabatanmowe
berkewajiban meaksanakan proses pembelajaran '
dan konscling sesuai dengan ketentuan,




{1}

2
(3}

14

2

Repala satuan pendidi kan dapat dimutasikan sctclah melaksanakan masa
tugas dalam 1 {satu) sckolah sekurang-kurangnya 2 (dus) tahun.

Kepala satuan pendidikan yang berhenti dari tugasnya diberikan
keesempatan untuk memilih tempat tugas barunya scbagai guru
scauai dengan formasi yang ada.

BAB Vil
PENILAIAN KINERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 14

Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan dilakukan secara berkala
sctiap tahun dan secara kumulatil setiap 4 {empat) tahun,

Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.

Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanekan oleh atasan
langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim
penilai yvang lerdini dan  pengawas sckolah, pendidik, tenaga
kependidikan, dan  komite sekolsh dimans yang bersangkutan
bertugas.

Penilaian kinerja aebagaimana dimakaud pada ayat {1) melipuu:

a usaha pengembangan sekolah yang dilakukan sclama menjabat
kepala satuan pendidiksan;

b  peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar
nasional pendidikun selama dibawah kepemimpinan yang
bersangkutan; dan

c Usaha pengembangen profesionalisme scbagai kepala satuan
pendidi kan;

Hasil penilaian kinerja dikalegorikan dalam tingkatan amat baik, baik,
cukup, sedang atau kurang.

Penileian  kinerja kepala satuan pendidikan dileksanakan secsuai
pedoman penilaian kinerja yang beriaku,

BAB VIl

MUTAS! DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15 ’




o

Pasal 16

{1) Kepala sckolah/madrasah dapat diberhentikan dar penugasan

(2}

{1)

(2)

{3

14)

karena:
a. permohonan sendiri;
masa penugasan berakhir;
telah mencapai betas wsia pensiun jabatan fungsional gury;

dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;

dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud paia Pasal 14

berhalangan tetap;

\gas belajar sckurang-kurangnya sclama 6 (cnam) bulan;dan/ atau
meninggal dun:a.

b
14
d diangkat pada jabatan lain;
3
f

~F®m

Pemberhentian kepals satuan pendidikan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupeati ini mulai beriaku, guru yang lelah atau
sedang melaksanakan tuges tambahan secbagai kepala satuan
pendidikan  tidak dipersyaratkan memiliki serlikat kepala sckolah

sampai sclesai masa tugasnya.

Kepala satuan pendidikan yang pada saal berlakunya peraturan
daereh Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
Pendidikan, telah menjabat lebih dari 8 (delapan) tahun, diberikan
keaempatan melan jutkan rtugas selama 1 (satu) tahun.

kKepala satuan pendidikan yang pada saat berlakunya peraturan
daerah Nomor 1 tahun 2011 lenlang pengelolaan dan penyeclenggaraan
Pendidikan, telah menjabat 7 {tujuh) tahun setelah berakhirnya masa
jabatan periode kedua, diberikan kesempatan tambahan 1 |satu)
tahun.

Kepala satuan pendidikan yang pada saat berlakunys peraturan
dacrah Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyclenggearaan
Pendidikan, sudah berusia diatas 59 tahun diberikan toleransi

sampai pensiun.




- BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013,
Agar setiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita dacrah
Kabupaten Jepara.

Ditetepkan di .Jepara
pada langgal ® jun 2042

BUPATI JEPARA,

AKHMAD MARZUQI

Diundangkan d Jepara
pada tanggal £ Jum o

SER RETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

oL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR &77




. LAMPIRAN FERATURAN BUPATI JEPARA
‘e NOMOR : ‘e Twawm 20010
TANGGQAL : If Jun it

STANDAR KOMPETENS! KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

DIMENSI KOMPETENS!
KOMPETENS! i ——
l. Kepribadian 1.1 bermkhlak mulia, mengembangkan tradisi dan
akhlak mulia, dan menjadi tauladan akhal mulia
bagi komunitas di sckolah
1.2 memiliki integritas kepribadian scbagai pemimpin
' 1.3 memiliki keinginan yang kuat dalam
pengembangan diri scbagai  kepala  satuan
pendidi kan
1.4 bersikap terbuka dalam melaksanakan rugas
pokok dan {ungsi
L5 mengendalikan din dalam menghadapi masalah
dslam  pekerjaan  scbagai kepala  satuan |
1.6 memiliki bakat dan minat jabatan scbhagai
petnimpin pendidikan
2. Manajerial 2.1 Menyusun perencanaan sckolah untuk berbagai

l L e

tingkatan perencanaan,

2.2 mengembangkan  orgenisasi sekolah  sesuai
dengan kebutuhan,

2.3 Memimpin sckolah dalam rangksa pendayagunaan

2.4 mengelola perubahan dan pengembangan sekolah .
menu ju organisasi pembelajar yang efekul.

2.5 menciptakan budaya dan iklim sckolah yang
kondusil dan inovatif bag pembelajaran peserta
chdik.

26 mengelola guru dan  staf  dalam rungka
pendayagunaan sumbcr dayd manusia secers
oplimal.

2.7 mengelola sarana dan presarana sckolah dalum
rangka pendayagunaan secara optimal.

2.8 mengelola hubungan sekelah dan masyarakat
dalam rangka pencariun dukungan ide, sumber
belajar dan pembiayaan sekolah, |

29 mengelola  peserta  didik  dalam  rangka |
penerimaan peserta didik baru, dan penempatan
dan pengembangan kapasitas peserta didik.

2.10 mengelola pengembangan kunkulumdan
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dasm
tujuan pendidikan nasional

2.11 mengelola keuangan sckolah sesuai
prinsip pengelolaan yang akuntabel trm
dan efisien.

212 mengelola ketatausahaan  scoolah
mendukung pencapaian Wwjuan seicobah,

213 m tola unk levanan kb usus s




3. hewilrausahaan

menchckisng kegatan pembelxjaran dan kcgiafn?
pescrta duchic di sekolah

1

1_2.14 mengebyhs mmmers  informasi  sckolah  dalam |
mersduinang PCITYUSUNATL program dan |

_ pengambilen keputusen. e ‘
| 2.15 mewsnfestkan kemapan teknologi  informas:
bagi peningkatan pembelajaran dan mana)rmen
sekolah.
| pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan
| prosedur yang tepat, scrta merencanakan tndak
. lanjutnysa.

3.1 menciptakan ingvasi yang berguna bagi

pengembangan sckolah

| 3.2 bekerja  keras untuk mencapai  keberhasilan
sckolah sebagai organisasi pembelajar yang
cicktif.

3.3 memiliki motivasi yang kuat untuk sukscs calam
melaksanakan (ugas pokok dan fungsinva

| scbagai pemimpin sckolah

34 pantang menyerah dan sclalu mencari solusi

. terbaik dalam menghadapi kendala yang dihada pi

i sckaolah

| 3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola
kegiatan produksifjasa sekolah sebagai sumber
belajar peserta didik

4. Supervisi

4.1 mercncanakan program supervisi akademik dalam
rangka peningkatan profesionalisme guru

4.2 melaksanakan supervisi akademik Lerhadap guru
dalam menggunakan pendekatan dan tekmk
sUpervisi yang tepat.

' 4.3 menindaklanjui  hasil  supervisi  akademik

terhadap guru dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru.

| 5. Sosial

31 bekerjnsama  dengan pihak  Jain untuk
kepentingan sekolah

4.2 berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat

4.3 memiliki kepekaan sosial terhadap orang atsu
kelompok lain

2.16 melakukan monitonng, evaluasi, dan pelaporan '

—

AHNMAD MARZUQI



